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ABSTRAK 

 

 Putri Herliana. 201410115164. Skripsi. Upaya Penyelesaian Sengketa  Price Fixing 

Agreement  Menurut   Perse ilegal an  Berdasarkan Pasal  5  Undang – Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  GAS 

ELPIJI ( Studi Kasus Nomor 16k/Pdt.Sus-KPPU/2016). 194 Halaman, 2018. 

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, Bagaimana pendapat KPPU, 

Pengadilan Negeri Bandung dan MA dalam Penyelesaian sengketa persaingan usaha tersebut 

terkait Metode penilaian  perse ilegal  an  berdasarkan pasal 5  Undang – undang Nomor 5 

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat . Dan 

Apakah Putusan dalam perkara tersebut memenuhi asas/ prinsip dalam Hukum Persaingan 

Usaha. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder maupun tersier. Metode yang dipergunakan adalah Normatif.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam perjanjian penetapan 

harga ( PRICE FIXING AGREEMENT ). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan dalam 

putusan No 14/KPPU-I/2014 yang dalam amar putusannya memutuskan para terlapor terbukti 

secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 5 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Selanjutnya para termohon keberatan/KPPU mengajukan keberatan terhadap putusan No 

1/Pdt.sus/KPPU/2015 ke Pengadilan Negeri Bandung yang dalam pokoknya membatalkan 

putusan No 14/KPPU-I/2014. Selanjutnya termohon keberatan/KPPU mengajukan 

permohonan kasasi dengan putusan No 16k/Pdt.sus/KPPU/2015, dalam amar putusan 

menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan membatalkan putusan KPPU No 

14/KPPU-I/2014. Penetapan harga merupakan perjanjian diantara para penjual untuk 

menaikan atau menetapkan harga guna membatasi persaingan antar perusahaan dan meraih 

keuntungan yang lebih tinggi. Hal ini berdampak matinya persaingan dalam melakukan 

persaingan usaha yang sehat. 

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Price Fixing Agreement, Putusan Gas Elpiji Bandung - 

Sumedang, Asas/prinsip persaigan usaha. 

 

Penelitian ini dilakukan di bawah bimbingan 

Bapak Herbert Napitupulu, SH, MH  

Ibu Elfirda Ade Putri, SH, MH  
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ABSTRACT 

 

Putri Herliana. 201410115164. Bachelor Thesis. The Effort of Dispute Price Fixing 

Agreement According To the persons based on Article 5 Law Number 5 OF 1999 Concerning 

Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition GAS ELPIJI ( A 

Case Study Number  16k/Pdt.Sus-KKPU/2016). Page 194, 2018 

 

This research describes and reviews problem, how KPPU’s opinion, Bandung District Court 

and MA in solving the dispute of business competition that related with assessment illegal 

perse method based on Article 5 Law Number 5 of 1999 about Prohibition of Monopolistic 

Practices and Unfair Business Competition. Is the decision of that case appropriate the 

principle of economic democracy in Business Competition Law. The type of data used is 

secondary data in the form of primary legal materials and secondary and tertiary legal 

materials. The result showed that there were differences opinions in the price fixing 

agreement. Based on the result of the study found in decision No 14/KKPU-I/2014 which is in 

the verdict decided that the reported parties were legally and convincingly proven to violate 

Article 5 Law Number 5 of 1999. The next is the pleated or KKPU objected with the decision 

number 14/KKPU/2015 to Bandung District Court that in essentially canceled the decision 

number 14/KKPU-I/2014. Then the KKPU submitted a cassation request with the decision 

number 16k/Pdt.sus/KKPU/2015, in the verdict decision refused the cassation request of the 

pleated and canceled KKPU’s decision number 14/KKPU-I/2014. Price fixing is an 

agreement among the sellers to increase or set the price to limit the competition between 

companies and to get higher profits. It has impact on the death of competition in conducting 

a healthy business competition. 

 

Keywords: Business Comepetition, Price Fixing Agreement, The Decision of Gas Elpiji 

Bandug-Sumedang, The Principles Business Competition. 
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